BAB Il
PEMBAHASAN

3.1PENGERTIAN, DASAR HUKUM, RUKUN DAN SYARAT |JARAH
1. Pengertianjarah

Dalam transaksi pembiayaan multijasa di BMT Al H&makad yang
digunakan adalah akdghrah, Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasiongyrah
adalahakad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barangjaga dalam
waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upahpat diikuti dengan
pemindahan hak guna (manfaat), atas suatu barangesia dalam waktu tertentu
melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti den@emindahan kepemilikan
barang itu sendifi Muhammad dan Dwi Suwiknyo dalam bukunya yang
berjudul Akuntansi Perbankan Syariah menyebutkdiwhgpengertiardl ljarah
adalahakad sewa menyewa antar pemilika’jur (objek sewa) damusta’jir
(penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek s#ava penyewa untuk
mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewal@alam kamus modern

Indonesia — Arab Al-Mufied, sewa berasal dari kata'jaroh*

2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.9/DSN-MUI/IV/20Déntang Pembiayaan
ljarah.Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUlisERevisi, 2006, DSN-MUI, Bl HIm, 55

13 Muhammadmodel-model akad pembiayaan di bank syariébgyakarta: UUI Press,
2009, him 124

4 Muhammad, Dwi SuwiknyoAkuntansi Perbankan Syarialogyakarta: Trust Media,
2009,him.64

15 Nur Mufid, Kamus Modern Indonesia-Arab Al Mufie®urabaya: Pustaka Progresif,
2010, him 632
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Ada dua jenigjarah dalam hukum Islam :

a. ljarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempké&arjjasa
seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yaewadiPihak yang
mempekerjakan disebunusta’jir, pihak pekerja disebudjir, upah yang
dibayar disebutijrah.

b. ljarah yang berhubungan dengan sewa asset atau prgpéxiimemindahkan
hak untuk memakai dari asset atau properti terteepada orang lain dengan
imbalan biaya sew¥.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukumjarah dalam Al Qur'an adalah :

Firman Allah QS. Al-Bagarah 233

ENHESECES HES IS R - S

e G slasila ) Gl ale s il 158y ccaymall 2

Artinya :

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang,lédak dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yangt.pBertaqwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mdlibpa yang kamu
kerjakan

Dasar hukum ijarah dalam hadfts

A0 E 2o :,a-/ Z o £ . 2/9 -

16 AscaryaAkad Dan Produk Bank Syariabakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008,
him .99

" Abdul Malik Mujahid Al Qur'an dan TerjemahannyaRiyadh : Darussalam, 2006,
him. 47

18 Al Hafizh bin Hajar Al'’AsoalaniTarjamah Bulughul MaramSemarang : Wicaksana,
2010, him 536
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Dari Abu Said Al-khudzriy R.A. bahwasanya Nabi Stdah bersabda :
“Barang siapa mempekerjakan kuli, maka terangkakégadanya upanya “
Keterangan :

Hadits ini mengatur manusia dalam hubungannya dekgh. Agar tidak
terjadi perselisihan mas’alah upah dan jangan sategadi kaum buruh
rendah dianggap rendah tidak dihargai tenaganyakamsebelum
mempekerjakannya harus dijelaskan sejelas-jelabagar upah yang akan
diterimakan.

Dasar hukumijarah dalamijma’:

lalah semua umat bersepakat, tidak ada seorangaupam yang membantah
kesepakatar{ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara raeyeing
berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.

Fatwa-fatwa :

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/20@htang pembiayaan
ijarah.

3. Rukun Dan Syardjarah

Rukun dari akadjarah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

a. Pelaku akad, yaitmusta’jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa asset,
dan mu’jirymua’jir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan
asset.

b. Objek akad, yaituna’jur (assetyang disewakan), dasjroh (harga sewa)

c. Shighat yaituijab dangabul

Syarat-syaratijarah yaitu :

a. Baik mu’jir ataumusta’jir harus baliq dan berakal

b. Musta’jir harus benar-benar memiliki barang yang disewakanatau

mendapatkan wilayah untuk menyewakan barang itu.

19 bit him 101
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c. Kedua belah pihak harus sama-sama ridho menjalaakaeh

d. Manfaat yang disewakan harus jelas keadaanya mauluma
penyewaannya sehingga tidak menimbulkan perseraketa

e. Manfaat atau imbalan harus dipenuhi secara nyata sggarasyar’i,
misalnya menyewakan mobil hasil pencurian.

f. Manfaat yang dapat dinikmati dari sewa harus hatal mubah karena
ada kaidah “menyewakan sesuatu untuk kemaksiatataladharam
hukumnya”.

g. Pekerjaan yang diupakan itu tidak merupakan suaajban yang harus
dilakukan oleh orang yang diupah sebelum terjadiy@ad seperti
menyewa orang untuk sholat.

h. Upah harus berupa harta yang sesgea’i bernilai.

I. Barang yang disewakan tidak cacat yang dapat niemgihak penyewa.
Ketentuan objekjarah dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah
dalam pembiayaaijarah di dalam Fatwa Dewan Syariah Nassional No. 9/DSN-
MUI/IV/2000, tentang pembiayadjarah?, yaitu :

Rukun dan Syaratljarah :

1. Sighat ljarah yaitu ijab dan gabul berupa pernyataan dari kedua belah
pihak yang berakad (berkontrak), baik secara veatal dalam bentuk
lain

2. Pihak — pihak yang berakad : terdiri atas pembmsiagpemberi jasa dan

penyewa/pengguna jasa.

20ihit. him.59
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Objek akadjarah yaitu :
a) Manfaat barang dan sewa, atau

b) Manfaat jasa dan upah

Ketentuan Objek ljarah :

=

Objekijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jas
Manfaaat barang atau jasa harus bisa dinilai dpatdflaksanakan dalam
kontrak.

Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dikale (tidak
diharamkan).

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan skEsgan syari'ah.
Manfaat barang atau jasa harus dikenali secarafikpgsdemikian rupa
untuk menghilangkaiahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan
sengketa.

Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jdisnasuk jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi &dentifikasi fisik.
Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dam ddjayar oleh
penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/perabarfiKS) sebagai
pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dajaaikan harga
(tsaman)dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atauhupalam
ijarah.

Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasda@h#ain) dari jenis

yang sama dengan objek kontrak.
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9. Kelenturan {flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Pembiayaanljarah di BMT Al Hikmah kantor cabang Babadan-Ungaran :

a. Kewajiaban LKS sebagai pemberi manfaat barangjasau:

1.

2.

3.

Menyediakan barang yang disewakan atau jasa y#egikin
Menanggung biaya pemeliharaan barang.

Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang dikaw

b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat batamgpaa :

1.

Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab unarfaga
keutuhan barang serta menggunakannya sakadikontrak).
Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatimgan (tidak
materiil).

Jika barang yang dirusak, bukan karena pelanggiarmpenggunaan
yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pgexkerima manfaat
dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab ataiskkan

tersebut.

c. Pembatalan dan Berakhirnya ali@dah :**

ljarah akan menjadi batafgsakh) bila ada hal-hal sebagai berikut :

1.

Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjada gangan
penyewa.
Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah diemjatuh dan

sebagainya.

2hipit, him. 122
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3. Rusak barang yang diupahkama’juralaih), seperti baju yang

diupahkan untuk dijahitkan.

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnysanyang telah

ditentukan dan selesainya pekerjaan.

5. Menurut Hanafiah, bolehfasakh dari salah satu pihak, seperti

menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya yadg

mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu

d. Aspek Teknidjarah :

1. Tujuan:

Memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkanfaat atas

barang atau jasa dengan pembayaran tangguh.

2. Objek sewa :

a.

b.

g.

Biaya sekolah atau kulia
Property

Biaya rumah sakit

Biaya pernikahan

Biaya sewa kios atau los
Biaya pengobatan

Biaya perjalanan

e. Spesifikasi objek sewa :

1. Jumlah, ukuran dan jenis objek sewa harus diketglas serta

tercantum dalam akad.
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2. Objek sewa dapat berupa barang yang telah dinfiéikik atau barang
yang diproleh dengan menyewa dari pihak lain uritekentingan
nasabah.

3. Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dirdlaidiidentifikasi
secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas pemdraysewa dan
jangka panjang.

f. Pemilik sewa (bank) :

1. Bank wajib menyediakan barang sewa menjamin penaankivalitas
dan kuantitas barang sewa serta ketepatan waktyegean barang
sewa sesuai kesepakatan.

2. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk meacatiarang
yang akan disewa oleh nasababh.

g. Penyewa (nasabah) :

1. Nasabah dilarang menyewakan kembali barang yaegdisya.

2. Nasabah wajib menjaga keutuhan barang sewa

3. Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakamda@ewva yang
terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian kelalaasabah.

h. Sewa (jroh)

1. Nasabah membayar sewa sesuai dengan kesepakatan.

2. Besarnya sewaujroh) harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam
bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentasse.

3. Apabila periode pembayaran nasabah kurang dari taitun, maka

sewa diakui sebagai pendapatan LKS setiap pembagarea
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4. Dalam hal periode pembayaran nasabah lebih daritaaun, maka
sewa diakui sebagai pendapatan secara proporssehalgai jangka
waktu.

5. Apabila objek sewa bukan milik LKS, maka pendapatzamk
merupaka selisih antara harga perolehan sewa déragga sewé’

Skema dan pola pembiayaleroh?®

- 3.akad pembiayaan ijar—
Bank syariah Nasabah

«—1.permohonan»

Pembiayaan ijarah

-
2.menyewa/membeli

bjek ijarah ijarah

Supplier/penjual/pemilik — objek ijarah
Keterangan :
1. Nasabah mengajukan pembiaygarah ke bank syariah
2. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkbeh nasabah
sebagai objekarah, dari supplier/penjual/pemilik.
3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah deagkmiengenai barang

objekijarah, tarif ijarah, periodeijarah dan biaya pemeliharaanya, maka

22 Muhammadsistem dan prosedur operasional bank syariggyakarta: Ull Press,
2000, him.135

2 adiwarman karimpank Islam analisis figih dan keuangalekarta: PT . Raja Grafindo
Persada, 2006, him.146
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akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan
menyerahkan jaminan yang dimiliki.

4. Bank menyerahkan objeljarah kepada nasabah sesuai akad yang
disepakati. Setelah periogarah berakhir, nasabah mengembalikan objek
ijarah tersebut dengan bank.

5. a. Bila bank membeli objekarah tersebut &l bai’ wal ijarah), setelah
periodeijarah berakhir objekijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai
asset yang bisa disewakan kembali.

b. Bila bank menyewa objelkarah tersebut #l-ijarah wal ijarah atau
ijarah paralel), setelah periodgarah berakhir objekijarah tersebut

dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual ptuilik.

3.2 PENERAPAN AKAD AL IJARAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MULTIJASA DI BMT AL HIKMAH KANTOR CABANG BABADAN
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional N0.44/DSN-MUWI2004, tentang

pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk geday jasa keuangan yang

menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaanjasalt yaitu pembiayaan
yang diberikan LKS kepada nasabah dalam mempencégtiaat atas suatu jaSa.

Dalam pembiayaan multijasa lembaga keuangan syatsbat memperoleh

imbalan jasayjrah) ataufee.

Penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan asaltflengan prinsip jasa

ijarah di BMT Al Hikmah antara lain :

24 |bit him 324.
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a) Biaya perjalanan
b) Biaya pendidikan
c) Biaya sewa rumah
d) Biaya pengobatan
e) Biaya sewa tempat usaha
f) Biaya pernikahan
I.  Prosedur Pembiayaan Multijasa di BMT Al Hikmah
Skema pembiayaan multijasa di BMT Al Hikmah sebdmgaikut :
Calon anggota pembiayaan pengajuan data+melengkapi datasurvey

(marketing/AQ — diajukan di rapatkomite pembiayaan—Keputusan

/perjanjian akad@fdwal pencairar~tanda tangan akad.
Di tolak—berkas dikembalikaf?.

Prosedur Pengajuan Pembiayaan Multijasa :

1. Anggota datang ke BMT AL Hikmah

2. Customer servicemenanyakan keperluan anggota, sekaligus
menanyakan tujuan dari pengajuan pembiayaan.

3. Customer servicememberikan penjelasan tentang persyaratan
untuk pengajuan, yang terdiri dari :
c) Fotokopi KTP suami istri
d) Fotokopi Kartu Keluarga
e) Fotokopi Akta Nikah.

1. Jika bercerai melampirkan akta cerai.

% Wawancara dengan kepala cabang BMT Al Hikmah ddewy Awing Fraptiyo, SE,
Tanggal 20 maret 2013
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2. Jika suami/istri telah meninggal dunia maka
melampirkan surat keteemgematian dari desa.
f) Fotokopi agunan (milik sendiri/keluarga kandung)
1. BPKB: - FCBPKB

FC STNK

- Foto barang jaminan/kendaraan
- Gesek no rangka/no mesin
2. Sertifikat: - FC sertifikat
- FC surat pajak tahun terakhir
- Surat pengantar kelurahan yang menyatakan
bahwa barang tersebut tidak dalam sengketa
dan miliknya
3. Surat kios atau los pasar :
- FC surat kios atau los pasar
- Surat pengantar dari kelurahan pasar bahwa

kios tersebut memang miliknya

g) Melampirkan jaminan asli dan fotokopinya agunan KBP
kendaraan, STNK, sertifikat tanah atau kios/logpas
h) Slip gaji terakhir untuk karyawan swasta dan PNS.

4. Anggota mengisi form pengajuan pembiayaan dan rmahien

persyaratan yang diminta pihak BMT Al Hikmah
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Custumer servicemengecek persyaratan, jika ada kekurangan
anggota harus melengkapi persyaratan tersebut.

Kemudian bagianmarketing mensurvexke lokasi rumah dan
tempat usaha, melakukan wawancara dengan anggtatarsmncari
informasi dari tetangga atau teman calon pembigyaancocokan
data pada surat permohonan pembiayaan dengan kandigota
yang sebenarnya. apabila yang menjadi agunan bé&ermaraan
bermotor makamarketing melakukan cek fisik barang agunan.
Kemudian marketing membuat lembar pemeriksaan dan lembar
cek fisik agunan sebagai laporan hasil pemeriksaatuk di
analisis dan diteruskan kepadamitepembiayaan.

Komite pembiayaan selanjutnya mempertimbangkan hasilsaal
pembiayaan dan memutuskan apakah pembiayaan disetjk
direalisasikan atau tidak.

Untuk pembiayaan yang disetujui, maka custumer icerv
menghubungi anggota pembiayaaan untuk melakukad dka
mempersiapkan akad pembiayaan.

Customer servicenenyiapkan dokumen yang dibutuhkakdd.

10.Setelah berkas disiapkan madiastomer servicenelakukan akad

dengan anggota pembiayaan dan menjelaskan isi &dadtertib
pembiayaan, meminta agunan, pihak anggota pemiiayaa

menandatangani berkas pembiayaan yang kemudiamdéit
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tangani olehmarketing kabag. Pembiayaan diikuti dengan tanda
tangan kepala cabang.

11.Berkas yang telah ditandatangani diarsip alestomer service.

12.Dokumen yang lain, bukti penyetoran, nota pencagtan slip
penarikan diteruskan ke bagiateller untuk pencairan dana
pembiayaan

13.Bagianteler menyerahkan uang tunai kepada nasabah.

14. Apabila hasilsurveymenunjukkan bahwa pembiayaan tidak layak
sehingga tidak dapat direalisasi, makarketingakan melakukan
survey ulang kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah dapat
mengganti agunan apabila agunan nasabah tidakujdiseatau
mengurangi nominal pembiaya&h.

II.  Prinsip penilaian pembiayaan yang dilakukan BMTh&imah
Dengan prinsip kehati-hatian dalam melakukan peyalaia BMT

Al Hikmah akan menilai terlebih dahulu calon anggpembiayaan

yang akan mengajukan pembiayaan multijasa di BMTHMmah,

penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar BKITHikmah
dalam melakukan realisasi pembiayaan atau tiddi&t @minan disini
hanya untuk berjaga-jaga apabila terjadi pembiayaacet.

Prinsip-prinsip penilaian didasarkan pada :

Syarat 5C + 18"

a. Character

28 \Wawancara dengan customer service BMT Al Hikmalmtér cabang Babadan-
Ungaran, Puput Pertiwi, tanggal 22 maret 2013
2 Malayu HasibuanDasar-dasar perbankadakarta :PT. Bumi Aksara, 2006, him 106
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Adalah sifat watak calondebitur Tujuannya adalah untuk
memberikan kepercayaan kepada bank bahwa sifainattk dari
calondebiturdimaksud dapat dipercayaan.

. Capacity

Adalah untuk menilai kemampuan caldebitur dalam membayar
kewajibannya dihubungkan dengan kemampuan pengelola
bisnisnya untuk memperoleh laba.

. Capital

Capital merupakan proses untuk mengetahui sumimebeu
pendapatan yang dimiliki calodebitur atas rencana yang akan
dibiayai bank.

. Collateral (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan cala@®bitur, baik yang
bersifat fisik maupun non-fisik. Nilai jaminan harumelebihi
jumlah kredit yang diberikan dan mempunyaarketable yang

tinggi, serta harus diteliti keabsahannya.

. Condition

Merupakan penilaian kondisi ekonomi sekarang dadigsi masa
datang sesuai sektor dan sub sektor usaha massiggn®alam
hal ini bank dapat melihat kondisi yang sesuai dardgbitur yang
akan diberi dana dati pihak ketiga.

Syari’ah
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Penilaian ini dilakukan untuk mengesahkan bahwéahaisgang
akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melangygai'ah,
sesuai dengan fatwa DSN, pengelola tidak boleh alehiyhukum
syaria’ahIslam dalam tindakannya.

Meskipun dalam hal ini, anggota pembiayaan sudamenehi prinsip

diatas namun peran jaminan masih dibutuhkan damkukéeseriusan

anggota dalam melakukan angsuran pembiayaan.

[ll.  Perhitungan pordiagi hasilpada produk pembiayaan multijasa :

Contoh perhitungan porbagi hasil:

a. Anggota BMT Al Hikmah mengajukan pembiayaan di BMT
Hikmah sebesar Rp. 10.000.000 untuk pembayaran abiay
pernikahan dengan agunan BPKB mobil daihatsu yakan a
diangsur selama 2 tahun. perhitungannya selamau/24 bulan,
= nisbahx waktu x pokok
Nisbah = 1,8 %x 24 x Rp. 10.000.000,- = Rp.4.320,00
Total pembayaran

Harga sewa Rp. 10.000.000,-

Nisbah Rp. 4.320.000,-
Total Rp. 14.320.000,-

Diangsur selama 24 bulan Rp. 596.666 dibulatkarbB6.700,-
Apabila di angsur selama 18 bulan,

Nisbah= 1,8 % x 18 x Rp. 10.000.000= Rp. 3.240.000.
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Selisih nisbah 24 bulan dan 18 bulan Rp. 4.320.000,00 — Rp.

3.240.000,00 = Rp. 1.080.000,00

Jadi apabila anggtota pembiayaan menutup pembissglama 18

bulan, anggota tersebut mendapat diskon Rp. 1.08@0

Rate = Rp. 10.000.000/24 = Rp. 416.666 dibulatkan4?6.700,-

Penutupan/pelunasan angsuran sebelum tanggal fetmpo maka

anggota hanya dikenakan bagi hasil aterk upsampai bulan penutupan
saja.

b. Pak Abbas ingin menyewa rumah, seharga 1 jutaRhk, Abbas
mengajukan pembiayaan ke BMT. Untuk membiayai bisgaa
rumah pak Abbas, maka BMT membayar biaya sewa hyma&
Abbas sebagai harga pokok sewa sebesar ljutala. Jaaskad
dibuat pak abbas harus membayar biaya sewa ke BMT R
216.000/thn (= Rp 1.000.000 x 1,8% x 12 = Rp. 206)0
Jumlah harga sewa baru kepada Pak Abbas menjadi Rp.
1.216.000/thn. Pada saat jatuh tempo akad, PaksAlbélam bisa
melunasinya dengan sisa harga sewa Rp. 500.006adagkan
kebijakan BMT akhirnya pembiayaan tersetiresceduleatau di
akad ulang selama 1tahun, sebagai biaya tagih emgselama
1tahun, BMT mengenakan biaya tagih Rp. 108.000(thrRp.
500.000 x 1,8% x 12 = Rp. 108.000). maka Pak Albasjibkan
membayar Rp. 500.000/12 = Rp 41.700 dan Rp. 108.209 Rp

9000,= Rp 41.700+Rp. 9000 = Rp. 50.700/buln.
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Maka Pak Abbas wajib membayar angsuran yang teiladkad
ulang selama satu tahun kedepan sebesar Rp. S0u¥0/

Rincian pembiayaan untuk pengajuan pembiayaan mysaRp.

10.000.000.

Jumlah pembiayaan Rp 10.000.000
Potongan

1. Administrasi 2% Rp. 200.000

2. Simpanan pokok Rp 10.000

3. Asuransi Rp. 10.000

4. Materai Rp. 20.000

5. Saldo simpanan sirela  Rp. 10.000
6. Fiducia Rp. 0
Jumlah Rp. 250.000
Apabila jaminan berupa sertifikat maka di kenakeanbahan biaya notaris
sebesar Rp. 80.000.
Perlakuan pembiayaan multijasa di BMT Al Hikmalbaiag babadan yang
telah jatuh tempo
Sesuai dengan kebijakan BMT maka pembiayaan ydaly jgtuh tempo namun
anggota pembiaayan belum mampu untuk melunasinyka nmhak BMT
memberikan solusi dengan memperpanjang akad yadtalun akad ulang sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak, perpanjasigmoh ataumerescedule

diperbolehkan, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 56/EMBUI/V/2007 tentang
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ketentuanreview ujrah pada lembaga keuangan syariah, dalam fatwa tdrsebu
dijelaskan bahwa :
() Reviewujrah boleh dilakukan anatara para pihak yang melakakaa

ijarah apabila memenuhi syarat — syarat berikut :

1. Terjadi perubahan periode akigtah

2. Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak tidakaklilkanreview,
maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak.

3. Disepakati oleh kedua belah pihak

(i) Reviewatas besaramrah setelah periode tertentu :

1. Ujrah yang telah disepakati untuk suatu periode ajadh tidak
boleh dinaikkan

2. Besaranujrah boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya
dengan cara yang diketahui dengan jelas (formutaritl) oleh
kedua belah pihak

3. Peninjauan kembali besarairah setelah jangka waktu tertentu
harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disabwtalam
akad

4. Dalam keadaan sewa yang berubah — ubah, sewa patidde
akad pertama harus dijelaskan jumlahnya untuk gderiakad
berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelasgaten

ketentuan tidak menimbulkan perselisiffan

28 http://www.badilag.net/component/content/articl&®331bdit-syariah/10810-
himpunan-fatwa-dewan-syariah-nasional.html
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3.3 ANALISIS PENERAPAN AKAD |JARAH PADA PRODUK

PEMBIAYAAN MULTIJASA

Sesuai dengan uraian di atas, maka penerapanijakald pada pembiayaan
multijasa di BMT Al Hikmah kantor cabang Babadanlpealilakukan analisa.
Adapun penerapan akagrah pada produk pembiayaan multijasa di BMT Al
Hikmah dapat diterapkan pada pembiayaan pernikaPanerapan akaiarah
pada produk pembiayaan multijasa untuk biaya pahahk, seperti terdapat pada
kasus sebagai berikut:

Pak Amir mengajukan pembiayaan multijasa di BMTHMmah untuk biaya
pernikahan anaknya sebesar Rp. 18.000.000,- jamyaaig diajukan berupa
BPKB mobil Daihatsu atas nama Joko, beliau datan@kT Al Hikmah dan
menemuicustomer servicelengan membawa persyaratan yang harus dilengkapi,
sambil mengecek kelengkapan persyaratan, pak ammntd untuk mengisi
formulir permohonan pembiayaan olesstomer servigesetelatcustomer service
mengecek kelengkapan kelengkapan dan semua swapentihi, selanjutnya
berkas diserahkan kepadaarketing untuk dilakukansurvey meliputi, analisis
tempat usaha, analisis tempat tinggal, analisiglpesilann, data jaminan, prinsip
penilaian pembiayaan, jenis akad yang digunakarcdRrisik barang jaminan.

Dari survey yang dilakukan, diketahui bahwa Pak Amir mengajuka
pembiayaanjarah multijasa senilai Rp 18.000.000,- dengan jangk&twe0
bulan agunan yang diajukan berupa BPKB mobil Daihajumlah penghasilan
pak amir Rp 3.300.000,- apabila angsuran yangoditlean pak amir senilai Rp

924.000 maka beliau masih mempunyai sisa penghasdailai Rp 2.376.000,-
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dari segi kelayakan anggota dengan prinsip penil&@ pak amir masuk dalam
kriteria baik. Untuk itu komite pembiayaan BMT Al Hikmah menyetujui
pengajuan pembiayaan, kemudian CS menyiapkan dokwaerg dibutuhkan
(akad) setelah berkas disiapkan maka CS melakuikad dengan anggota
pembiayaan, meminta agunan, pihak anggota pembiagaaandatangani berkas
pembiayaan yang kemudian ditanda tangani oleh rtiagsekabag pembiayaan,
diikuti dengan tanda tangan kepala cabang. Ber&aag gitanda tangani di arsip
oleh CS kemudian dokumen yang lain, bukti penyetonata pencairan dan slip
penarikan diteruskan kebagigeler untuk pencairan dana pembiayaan. Pada saat
pencairan anggota dikenakan biaya administrasisseli®p 250.000. kurang lebih
1 minggu untuk proses pengajuan sampai pencairabipgaan.

Perhitunganporsi bagi hasilpembiayaan multijasa dengakad ijarah untuk
biaya pernikahan tersebut : biaya pernikahan self®pal8.000.000,- dengan
agunan BPKB mobil daihatsu. Yang akan diangsunsl@0 bulan.

= nisbahx waktu x pokok

Nisbah=1,8% x 30 x Rp 18.000.000.- = Rp 9.720.000

Total pembayaran

Harga sewa Rp 18.000.000,-

Bagi hasil Rp 9.720.000,-

Total Rp 27.720.000,-

Diangsur selama 30 bulan Rp 924.000

Pada lembar persetujuan pembiayaan pada bagiaarripembiayaan dan jumlah

angsuran yang digunakan di BMT Al Hikmah terdapzktqk, mark up/bagi hasjl
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cadangan resiko dan pada kartu pembiayaan yangakgo di BMT Al Hikmah
pada kolom jumlah angsuran juga terdapeagi hasilbukan menggunakan biaya
sewaljrah. Seharusnya akad ijarah tidak menggunakan prhesyp hasilkarena
bagi hasil digunakan untuk pembiayaanusyarakah,mudharabah sewa atau
upah merupakan sesuatu yang dijanjikan dan dibagaabah kepada lembaga
keuangan syariah sedangkbagi hasil merupakan keuntungan yang diperoleh
dari suatu usaha dimana satu pihak sebagai pengldia dan pihak kedua
sebagai pengelola usaha dari keuntungan tersgimrotéhbagi hasil

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa peneragad ijarah pada
pembiayaan multijasa di BMT Al Hikmah tidak sesugngan Fatwa Dewan
Syariah NasionaNo.9/DSN-MUI/IV/2000, hal ini dikarenakajarah merupakan
akad sewa menyewa antar pemilik objek sewa danepemydari jasa sewa
tersebut pemilik objek sewa mendapatkan imbalarugzevjrah. Bagi hasil
sendiri menurut terminologi asing dikenal dengamofit sharing yang dalam
kamus ekonomi diartikan pembagian laba sedangkama sdau upah adalah
sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kelgmoldaga keuangasyariah
sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapdikaijehargatéamarn dalam
jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dajmah.

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi dalam bukunya Figh Matah menerangkan tentang

hak menerima upah bagiusta’jir adalah sebagai berikut :
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1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan deephadis yang

diriwayatkan  lbnu  Majah, Rasulullah  Saw. Bersabda

A
A= -

s - e
S A0 #*

£ ° J°

—n,

]
Artinya : “ berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kefi

. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketikh stkaia, kecuali bila

dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkamgaér

selama penyewaan berlangsung.

Sedangkan Landasan huktmagi hasildiatur dalam Surat Al Maidah ayat

1:

RO A PR IKEL P P RN A R4 B R S N R A B PR R
() S b Kl G 0A T i

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqad. i

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang mkaibacakan

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak mengdfeieberburu ketika

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allatetaygkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarleaia glua cararofit
sharing (bagi laba) damevenue sharingdbagi pendapatan) yakni sebagai
berikut.

1. Profit sharing(bagi laba)

Perhitungan bagi hasil menurptofit sharing adalah perhitungan bagi

hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola, gaitu pendapatan
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usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapgiadapatan

usaha tersebut.

. Revenue sharin(pagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menumgvenue sharingdalah perhitungan bagi

hasil yang mendasarkan pades/enue(pendapatan) dari pengelola dana,

yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengaanbabaha untuk

mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Konsepbagi hasiladalah sebagai berikut :

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui Igabeeuangan
syariah yang bertindak sebagai pengelola dana

2. Pengelola atau LKS mengelola dana tersebut didztiasn sistenpool
of fund selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebutiakam
proyek atau usaha yang layak dan menguntungkaa seemenuhi
aspek syariah

3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang bersigr lingkup
kerjasama, nominahisbahdan jangkah waktu berlakunya kesepakatan

tersebut’.

29 www.ebookakuntansi syariah.com



